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ABSTRAK

Kaum difabel merupakan kelompok masyarakat yang selama ini berada
dalam kondisi marginalisasi baik secara struktural maupun secara
kultural.Sehingga mereka senantiasa menjadi objek stigma negatif, terpinggirkan,
dan teralienasi dari dunia sosial akibat dari biasnya masyarakat dalam memandang
atau memahami fakta disabilitas/difabilitas. Oleh karena itu SIGAB selaku
NGO/LSM vyang bergerak pada bidang advokasi dan pemberdayaan masyarakat
mengupayakan dan mengkonstruksi sebuah ide tentang Desa Inklusi dengan
bersandar pada pandangan dunia (world view) atau nilai-nilai HAM, difabilitas,
dan inklusi untuk membuka ruang bagi difabel agar mampu tampil dalam arena
publik untuk menyuarakan, memperjuangkan, dan mengartikulasikan
kepentingan-kepentingannya secara mandiri serta ambil bagian dalam proses
pembangunan pada level desa. Oleh karena itu, penulis hendak mendalami
pemberdayaan (empowerment) kaum difabel dalam arena publik, dalam hal ini
pemberdayaan oleh SIGAB Yogyakarta terhadap kaum difabel melalui program
Rintisan Desa Inklusi (RINDI).

Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) nilai-nilai
pijakan yang menjadi basis tindakan SIGAB dalam memberdayakan kaum
difabel; (2) konstruksi wacana untuk mewujudkan program RINDI; (3) perubahan
yang dicapai dalam program RINDI dari aspek struktur signifikasi, dominasi, dan
legitimasi; (4) strategi SIGAB dalam melembagakan desa inklusi. Dalam hal ini
penulis menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens sebagai pijakan analisis
untuk memahami hubungan agen dan struktur.

Penelitiaan ini merupakan jenis riset kualitatif, yakni merupakan suatu
pendekatan dalam melakukan riset yang berorientasi pada penomena atau gejala
yang bersifat alami. Risetsemacam ini sering disebut dengan Field Studi, atau
Studi Observasional. Data-data diperoleh melalui wawacara, observasi, dan
penelusuran kepustakaan.

Temuan atau hasil penelitian ini adalah: Pertama, objektifikasi tindakan
SIGAB dalam upaya memberdayakan kaum difabel mengacu kepada tiga
pandangan dunia, yaitu pandangan dunia Hak Asasi Manusia (HAM), difabilitas,
dan inklusifitas.Kedua, peran SIGAB mewujudkan RINDI sebagai berikut:
pewacanaan melulai temu iklusi, membangun perpestif difabilitas pada level desa,
kecamatan dan kabupaten, advokasi/audiensi kepada pemerintah dari level sampai
kabauten, dan organisir aktor difabel desa.Ketiga,perubahan itu mencakup, aspek
struktur signifikasi, dominasi, dan legitimasi. Dari aspek struktur signifikasi, label
atau penyebutan “penyandang cacat” berubah menjadi istilah “difabel” yang
berarti keragaman manusia dan keberbedan kemampuan. Dari aspek struktur
dominasi, keberadaan difabel sudah mulai diakui dengan pelibatan dan
pasrtisipasi difabel dalam proses pengambilan kebijakan dan penganggaran di
lingkup pemerintah desa.Aspek legitimasi memberikan peluang bagi kaum difabel
andil dalam pembangunan desa.Keempat, pelembagaan desa inklusi dilakukan
agar tercipta suatu arus tindakan (praktik sosial) yang berorientasi pada nilai
inklusi dan difabilitas.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berubahnya paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan
desentralisasi, menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta
masyarakat dalam keseluruhan proses dan program pembangunan. Pemberdayaan
dan partisipasi muncul sebagai dua kata yang banyak diungkapkan ketika
berbicara tentang pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan dalam paradigma
demokrasi, menicayakan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan, dimana
kebebasan dan persamaan hak dalam ruang publik menjadi basis untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak politiknya
serta andil dalam proses pembangunan. Melalui tatatan demokrasi ini — dengan
semangat iklusifitas dan partisipatif yang ada padanya, sangat memungkinkan
mewujudkan pemberdayaan dan partisipasi penuh masayarakat dalam ruang
publik, untuk mendorong terciptanya masyarakat yang berdaya saing serta
mandiri secara sosial, ekonomi, dan politik.

Oleh karena itu, tatanan politik demokrasi yang berorientasi pada
inklusifitas tersebut — sangat dibutuhkan sebagai instrumen pemberdayaan
masyarakat sipil (civil society). Karena berdayanya civil society memiliki
koherensi terhadap tegaknya fungsi HAM. Sedangkan pengakuan terhadap Hak
Asasi Manusia (HAM), membawa konsekuensi nyata akan adanya pengakuan
terhadap kebebasan, persamaan, dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa ada

pengecualian sedikit pun. Maka iklim politik demokrasi menjadi sangat relevan



berdampingan dengan pemberdayaan masayarakat (termasuk dalam hal ini
pemberdayaan kaum difabel dalam ruang publik). Ruang publik yang dimaksud
disini adalah ruang yang memiliki fungsi politis, dimana para warga negara
berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan — serta melakukan aksi
sosial, diskusi-diskusi, berkumpul dan musyawarah untuk mengartikulasikan dan
mempertemukan kepentingan-kepentingan mereka sehingga tercapai suatu
kesepekatan bersama yang menjadi representasi dari kepentingan masyarakat
secara umum.

Maka disini, dibutuhkan suatu konsep empowerment (pemberdayaan) yang
pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk membentuk suasana kemanusiaan
yang adil dan beradab secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga,
masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang sosial, politik,
ekonomi dan lain-lain. Maka upaya perberdayaan masyarakat secara umum sangat
dibutuhkan untuk meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat
yang dalam konteks hari ini, masih ada sebagian besar masyarakat yang belum
mampu melepaskan diri dari perangkap keterbelakangan akibat dari sistem sosial
dan praktek politik yang masih bernuansa diskriminatif.

Konsep pemberdayaan (empowerment) merupakan upaya untuk
memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam
suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan
tugasnya sebaik mungkin. Pemberdayaan dapat juga dipahami sebagai upaya

distribusi kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan



kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka
terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.

Menurut Sumodiningrat dan Gunawan (2002) sebagaimana dikutip Agus
Purbathin Hadi, Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide
pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: pertama, kecenderungan
primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian
kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu
menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya
membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka
melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan
yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau
memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk
menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua
kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan,
namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui
kecenderungan sekunder terlebih dahulu.'

Namun tidak sedikit — untuk tidak mengatakan masih banyak kebijakan
dan implementasi pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah
belum menyentu seluruh lapisan masyarakat secara keseluruhan dan tentunya
tidak salah jika dikatakan belum tepat sasaran. Salah satu kelompok masyarakat

yang seringkali terabaikan hak-haknya oleh pemerintah adalah kaum difabel,

' Agus Purbathin Hadi, “Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam
Pembangunan”, Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA), him. 2.
? Istilah “difabel” merupakan istilah resmi untuk menggantikan kata “cacat” sejak 1998.
Rujukan akronim difabel merupakan kepanjangan dari frasa different ability people (masyarakat



yang mana sampai saat ini kaum difabel masih menjadi masyarakat kelas dua,
yang selalu menjadi korban diskriminasi secara sosial mapaun secara struktural.
Alienasi serta subordinasi kaum difabel secara sosial seringkali kita temui dalam
kehidupan sehari-hari, ditambah kebijakan pemerintah yang juga seringkali tidak
tepat sasaran serta bias normalitas-difabilitas. Dalam artian bahwa kabijakan
pemerintah belum menyentu secara universal aspek-aspek difabilitas yang
notabene menjadi harapan dan cita-cita kaum difabel.

Aspek difabilitas yang dimaksud di atas adalah terwujudnya aksesibilitas
atas seluruh aspek dan sendi kehidupan, termasuk dalam hal ini, akses ekonomi,
akses sosial-politik, akses pendidikan, maupun akses ruang umum (sarana dan
prasarana publik) untuk mempermudah ruang gerak atau mobilitas kaum difabel
dalam menjalani aktivitas dan kehidupan sosialnya. Maka kehidupan yang
aksesibel bukan hanya milik kelompok normalitas (non-difabel), namun
aksesibilitas segala sendi atau aspek kehidupan itu juga seharusnya
mengakomodir kelompok difabel yang notabene juga sebagai warga negara yang
sah, yang sudah selayaknya diperlakukan setara dengan non-difabel. Disini
pemerintah dituntut untuk menempatkan seluruh rakyatnya secara equality
(setara), tanpa terkecuali kaum difabel.

Di beberapa tempat, pemberdayaan kaum difabel dala ruang publik sudah

mulai digalakkan, hal tersebut merupakan buah dari hasil perjuangan yang terus-

berdaya beda). Difabel ialah orang yang menjalankan kegiatan hidup dengan kondisi fisik dan
atau mental yang berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Kondisi seperti ini bisa
datang dari bawaan sejak lahir atau muncul saat dewasa sebagai akibat dari suatu penyakit,
malnutrisi, kecelakaan atau sebab lain yang mengakibatkan salah satu fungsi fisik dan mentalnya
tidak berfungsi semestinya. Lihat Benni Indo, “Urgensi Kesadaran Kolektif Tentang Hak Difabel”
(Artikel) http://solider.or.id, diakses: 12 Oktober 2015.



menerus dilakukan oleh kaum difabel melalui organisasi-organisasi yang secara
sektoral bergerak pada pemberdayaan kaum difabel (difabel society). Dimana
dalam hal ini, kaum difabel mengorganisir diri mereka kedalam berbagai varian
organisasi semisal Ormas, LSM-NGO, dan beberapa Yayasan Kedifabelan yang
secara sektoral bergerak pada pemberdayaan kaum difabel. Bukti konkret
pemberdayaan tersebut dapat kita lihat dengan berdiriya Pusat Layanan Difabel
(PLD) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, rintisan Desa Inklusi yang dipelopori
oleh organisasi Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) di Kabupaten
Sleman dan Kulon Progo, serta pelibatan kaum difabel dalam Musrembang baik
pada tingkat Desa maupun pada tingkat Kecamatan. Hal tersebut dapat kita
pahami sebagai bagian dari upaya untuk menekankan eksistensi politis kaum
difabel dalam ruang publik — termasuk dalam hal ini akses ke otoritas pemegang
kebijakan guna untuk mempengaruhi kebijakan publik.

Oleh karena itu, penelitian tentang pemberdayaan kaum difabel dalam
arena publik menjadi sengat relevan dan menarik, mengingat eksistensi kaum
difabel yang semakin hari semankin kuat, baik secara organisasional maupun
secara sosial-politik. Dimana dulunya kaum difabel termarjinalkan secara sosial,
ekonomi dan politik — kini mereka memiliki modal sosial dan modal politik
dengan sokongan organisasi yang rapi dan terorginisir, yang mana organisasi-
organisasi tersebut menjadi wadah penyaluran aspirasi, agregasi, dan artikulasi
kepentingan-kepentingan politik kaum difabel.

Jadi, penelitian ini akan difokuskan pada proses pemberdayaan kaum

difabel dalam arena publik melalui Desa Inklusi yang dirintis oleh organisasi



SIGAB di Kabupaten Sleman tepatnya di dua Desa, yaitu Desa Sendangadi dan
Desa Sendangtirto, dalam hal ini akan ditinjau bentuk-bentuk pemberdayaan, serta
strategi pemberdayaannya. Wacana dan praksis Desa Inklusi, dalam pada ini
dipahami sebagai wacana yang berorientasi politis, maka Desa Inklusi ini
diasumsikan akan melahirkan pakta kuasa menuju kesetaraan politik, sehingga
pemberdayaan tersebut membuka ruang bagi kaum difabel untuk andil dalam
kontestasi politik pada arena publik. Demikian fokus permasalahan yang akan
menjadi objek kajian penulis.
B. Rumusan Masalah
Dari wuraian latar belakang di atas dapat ditarik beberapa pokok
permasalahan yang akan menjadi fokus kajian penulis yaitu sebagai berikut:
1. Apa nilai pijakan yang menjadi basis tindakan SIGAB dalam
memberdayakan kaum difabel dalam arena publik?
2. Bagaimana SIGAB mengkonstruksi wacana di dalam arena publik untuk
mewujudkan program RINDI?
3. Apa perubahan yang dicapai dalam program RINDI dari aspek struktur
signifikasi, dominasi dan legitimasi?
4. Bagaimana strategi SIGAB melembagakan desa inklusi untuk menjaga
sustainabilitas program RINDI?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui proses pemberdayaan kaum difabel dalam arena publik.



b. Untuk memberikan penjelasan secara mendalam tentang tentang bentuk-
bentuk dan strategi pemberdayaan kaum difabel baik secara sosial maupun
secara politik.

c. Untuk menjelaskan motiv dan cita-cita politik dibalik pemberdayaan
politik kaum difabel.

2. Manfaat Penelitian
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam
pengembangan kajian tentang pemberdayaan kaum difabel di Indonesia
secara umum dan Yogyakarta secara khusus.

b. Sebagai tambahan khasana keilmuan mengenai kajian tentang kaum difabel

yang sudah ada sebelumnya.

c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti

berikutnya yang mengangkat tema yang sama.
D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, kajian tentang tema atau wacana
difabilitas sudah banyak dilakukan, namun disini penulis akan mengambil
beberapa tulisan atau penelitian yang secara teoretis relevan dengan kajian
penulis. Berikut beberapa penelitian-penelitian tersebut:

Salah satunya adalah penelitian Abdullah Fikri, dalam tesisnya,
“Eksperimentasi Membangun Demokrasi Inklusif: Studi Kasus terhadap
Akseptabilitas Gusdur dalam Ruang Politik Indonesia”. Kajian ini fokus pada dua

permasalahan: Pertama, Akseptabilitas Gusdur sebagai difabel dalam ruang



politik Indonesia; Kedua, Konstruksi demokrasi inklusif bagi kaum difabel
berbasis nilai islam dalam konteks Indonesia.’

Abdullah Fikri berkesimpulan bahwa akseptabilitas Gusdur dalam politik
Indonesia merupakan hasil dari konsolidasi ashobiyah elit politik. Meskipun
Gusdur mengalami difabilitas, namun, hal itu tidak menghambat akseptabilitasnya
dalam ruang politik Indonesia. Dengan mengabaikan difabilitas yang dialami
Gusdur, dan lebih mendasarkan pada kemampuan personalnya untuk memimpin
bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia telah memulai (melakukan
eksperimentasi) untuk mewujudkan demokrasi inklusif, khususnya dalam ranah
politik. Sedangkan konstruksi demokrasi inklusif berbasis nilai islam konteks ke-
Indonesia-an didasarkan atas lima pilar, yaitu: (1) humanisasi, (2) liberasi, (3)
transendensi (misi sosial profetik), (4) inclusive society (hasil dari penerapan misi
sosial profetik), (5) asintant system (bentuk aplikatif dari penerapan demokrasi
inklusif, yang dapat diformulasikan ke dalam tata aturan perundang-undangan).
Menurut fikri, kelima pilar tersebut relevan dengan kondis bangsa Indonesia, yang
memiliki dasar Pancasila dalam bernegara dan memiliki penduduk mayoritas
muslim.*

Selanjutnya  penelitian  Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah Dan
Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”, dalam Jurnal
Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013. Penelitian ini fokus pada dua

hal: pertama, Pelaksanaan Otonomi Desa secara umum serta beberapa hal terkait

? Abdullah Fikri, “Eksperimentasi Membangun Demokrasi Inklusif: Studi Kasus terhadap
Akseptabilitas Gusdur dalam Ruang Politik Indonesia”, (Tesis Magister, Pasca Sarjana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2015), hIm. vii.

* Ibid.



kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang dapat mendorong sekaligus
memfasilitasi upaya pemberdayaan masyarakat desa menuju masyarakat Desa
yang lebih demokratis; kedua, respon masyarakat Desa terhadap berbagai upaya
berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat Desa melalui berbagai Peraturan
Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan, Kewenangan besar yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan kebijakan
Otonomi Daerah, dapat memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya
nilai-nilai local. Pemerintah Daerah menganggap bahwa Otonomi Desa
merupakan bagian Integral dari pelaksanaan Otonomi Daerah. Akibatnya
masyarakat Desa kemudian tetap tersubordinasi dengan kekuatan besar yang
berada di luarnya yakni pada Pemerintah Daerah, tanpa posisi tawar yang
memadai. Dalam kondisi yang demikian, amat sulit bagi kita untuk
membayangkan akan hadirnya pemberdayaan bagi masyarakat Desa melalui
Otonomi Desa.’

Menurut Sakinah Nadir, Seharusnya Otonomi Desa memberikan
kewenangan yang luas kepada Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengambil inisiatif dalam merencanakan
dan melaksanakan Pembangunan diwilayahnya sesuai dengan kondisi dan aspirasi
masyarakatnya. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas
pelayanan kepada masyarakatnya, melalui berbagai peraturan desa.® Kehadiran

lembaga BPD menunjukan sebuah skema menyangkut pemisahan antara lembaga

’ Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan
Masyarakat Desa”, Jurnal Politik Profetik Volume 1 No. 1, Tahun 2013, hlm. 97.
% Ibid., hlm. 94.
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legislatif desa yang diwakili oleh BPD dengan pihak eksekutif yakni kepala Desa
serta para perangkatnya. Artinya dengan skema ini, posisi Pemerintahan di Desa
akan mengarah kepada kondisi Check and balance diantara kedua lembaga
penting desa tersebut.”

Terakhir, penelitian Otho H. Hadi, “Peran Masyarakat Sipil dalam Proses
Demokratisasi”, dalam Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol. 14, No. 2,
Desember 2010. Penelitian ditujukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang
dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil dalam mengimplementasikan perannya
terkait dengan aspek enabling environment (faktor eksternal) dan kapasitas
organisasi serta pengembangan karakter (faktor internal), memperoleh gambaran
mengenai profil perkembangan masyarakat sipil dalam konteks kontribusi peran
sebagai aktor penting pemajuan demokrasi, dan menyusun rekomendasi kebijakan
terkait dengan kontribusi dan peningkatan peran masyarakat sipil dalam proses
konsolidasi demokrasi di Indonesia.®

Hasil studi ini menunjukkan bahwa: (1) hubungan Negara — masyarakat
sipil di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks lokal (budaya masyarakat dan
budaya politik), karakter organisasi masyarakat sipil (SDM dan manajemen,
finansial, model gerakan, jaringan), dan dinamika ekonomi politik lokal dan
nasional; (2) organisasi masyarakat sipil memiliki potensi penting bagi proses

konsolidasi demokrasi di Indonesia; (3) peran masyarakat dalam mendorong

7 Ibid., him. 97.

8 Otho H. Hadi, “Peran Masyarakat Sipil dalam Proses Demokratisasi”, Jurnal Makara,
Sosial Humaniora, Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Indonesia, Vol. 14, No. 2,
Desember 2010, hlm. 177.
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perkembangan LSM/organisasi masyarakat sipil di Indonesia cukup signifikan.’
Pada seluruh daerah penelitian ditemukan adanya respon yang positif dari
masyarakat, dimana tidak ditemukan adanya kasus-kasus benturan antara aktivitas
yang dilakukan oleh LSM dan organisasi masyarakat sipil dengan komunitas
tertentu di daerah.'®

Berdasarakan kajian kepustakaaan di atas, penulis melihat bahwa kajian
tentang pemberdayaan kaum difabel dalam arena publik — dalam hal ini
pemberdayaan melalui wacana dan praksis Desa Inklusi yang dirintis oleh SIGAB
belum pernah dilakukan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis akan
memfokuskan kajian pada aspek pemberdayaan dalam arena publik, yang akan
berbicara masalah proses dan bentuk-bentuk pemberdayaan dalam praksis Desa
Inklusi, yang mana pemberdayaan tersebut diasumsikan berorientasi politis
menuju pelibatan kaum difabel dalam arena publik.
E. Kerangka Teori

Berbicara tentang desa inklusi, tentunya kita akan tertuju pada dua
dimensi, yaitu dimensi teoritis (pandangan dunia) dan dimensi praktis
(objektifikasi konsepsi/ide inklusi ke dalam praktik sosial). Jadi, desa inklusi
tersebut bisa dilihat sebagai sebuah wacana, juga bisa disebut sebagai praksis.
Sebagai sebuah wacana ia adalah konsep yang dibaliknya terdapat pandangan
dunia (ideologi) dan kerangka epitemologi tertentu yang menjadi suatu tujuan
ideal kelompok difabel. Sedangkan sebagai praksis, desa inklusi dapat dilihat

sebagai praktik sosial politik yang berorientasi pada budaya sosial politik yang

° Ibid.
19 1bid., him. 128.



12

menghargai keragaman kemapuan yang disebut dengan nilai difabilitas, ia juga
berorientasi pada kesetaraan setiap warga negara dalam hal akses ruang publik,
itulah yang disebut dengan nilai inklusi.

Ruang publik dikontruksi untuk memberikan andil kepada kelompok
difabel agar mampu berpartisipasi dan mengartikulasikan kepentingan-
kepentingannya.

Oleh karena ia berorientasi pada suatu nilai dan ideologi tertentu, maka
penelitian ini akan diarahkan pada sejauh mana aktor atau agen sosial
memproduksi dan mereproduksi suatu tindakan tertentu sehingga menghasilkan
sebuah praktik sosial yang berbeda dari kebiasaan umum masyarakat. Singkatnya
penelitian ini akan melakukan telaah mendasar relasi agen dan struktur dalam
menciptakan suatu tatanan baru diluar dari bangunan struktur yang lama. Jadi,
akan difokuskan pada perubahan perspektif yang kemudian berdampak pada
perubahan perilaku masyarakat dan pemerintah, sehingga berdampak pada
perwujudan atau implementasi Program RINDI.

Tentunya berbicara tentang agen dan struktur atau hubungan agen dan
struktur dalam gugus perilaku sosial — kiranya kita akan tertuju pada konsep atau
teori strukturasi Anthony Giddens. Strukturasi merupakan konsep sosiologi utama
Giddens sebagai kritik terhadap teori fungsionalisme dan evolusionalisme dalam
teori strukturalisme. Inti teori strukturasi terletak pada tiga konsep utama yaitu
tentang “struktur”, “sistem”, dan “dualitas struktur”.

Menurut teori strukturasi, domain dasar kajian ilmu-ilmu sosial bukanlah

pengalaman aktor individu, maupun keberadaan bentuk apapun totalitas
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kemasyarakatan, namun merupakan praktek-praktek sosial yang ditata menurut
ruang dan waktu. Aktivitas-aktivitas sosial manusia, seperti halnya hakikat butir-
butir reproduksi diri, bersifat rekursif. Tujuan aktivitas-aktivitas sosial itu tidak
dilaksanakan oleh aktor-aktor sosial melainkan secara terus menerus mereka
ciptakan melalui alat-alat yang mereka gunakan mengekspresikan dirinya sendiri
sebagai aktor-aktor. Pada dan melalui aktivitas-aktivitasnya, agen-agen
mereproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya aktivitas-
aktivitas.'' Dalam hal ini SIGAB, selaku aktor mereproduksi suatu tindakan untuk
menciptakan sebuah tatanan sosial yang disebutnya sebagai masyarakat inklusi.

Untuk menciptakan tatanan masyarakat inklusi, SIGAB meng-konstruksi
suatu ide atau gagasan lalu diobjektifikasi ke dalam praksis sosial, yaitu melalui
program Rintisan Desa Inklusi (disingkat RINDI). Program tersebut dikonstruksi
untuk mereproduksi bangunan struktur lama sehingga memunculkan praktik sosial
inklusif, suatu praktik sosial yang menekankan partisipasi serta pembauran antara
difabel dan non-difabel dalam ruang publik yang berlandaskan pada konsepsi
difabilitas dan inklusifitas. Yaitu sebuah tatanan dimana setiap masyarakat
diperlakukan sama dan setara dengan masyarakat lainnya tanpa ada diskriminasi
dan alienasi masyarakat tertentu di dalamnya, utamanya kelompok menoritas
seperti masyarakat difabel.

Menurut Giddens, menjadi manusia berarti menjadi agen pelaku bertujuan,

yang keduanya memiliki alasan-alasan atas aktivitas-aktivitasnya dan mampu, jika

""" Anthony Giddens, The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial,
terj. Adi Loka Sujono, Cet. 4 (Yogyakarta: Pedati, 2011), hlm. 3.
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diminta, menguraikannya secara berulang alasan-alasan itu.'” Lanjut Giddens,
agensi berurusan dengan peristiwa-peristiwa yang pelakunya seseorang,
maksudnya individu itu dalam sembarang fase dalam suatu rangkaian perilaku
tertentu, seseungguhnya bisa bertindak secara berbeda. Apapun yang terjadi tidak
akan pasti jika individu itu tidak campur tangan. Tindakan merupakan suatu
proses yang berkesinambungan, suatu aliran, di mana monitoring refleksif yang
dipertahankan individu itu merupakan dasar bagi pengendalian tubuh yang
biasanya diteruskan oleh aktor-aktor itu dalam kehidupan kesehariannya."?
Menurut Giddens seperti dikutip George Ritzer, inti teori struktursi
terletak pada ide mengenai struktur, sistem, dan dualitas struktur itu. Struktur
didefinisikan sebagai “sifat-sifat penyusun aturan-aturan dan sumber daya — sifat-
sifat yang memungkinkan adanya praktik-praktik sosial serupa yang dapat dilihat
membentang dalam lintas ruang dan waktu dan memberi bentuk sistemik pada
mereka. Struktur-struktur itu sendiri tidak ada di dalam ruang dan waktu. Lebih
tepatnya, fenomena sosial mempunyai kapasitas untuk menjadi terstruktur.
Giddens berpendapat bahwa struktur hanya ada di dalam dan melalui kegiatan-
kegiatan agen manusia. Dalam hal ini, Giddens tidak menolak fakta bahwa
struktur dapat membatasi tindakan, tetapi dia merasa bahwa para sosiolog telah
melebih-lebihkan pentingnya pembatas itu. Selanjutnya, mereka telah gagal
menenkankan fakta bahwa struktur “sela/u  bersifat membatasi dan

. 14
memungkinkan”.

"> Ibid.

" Jbid., him. 11.

4 George Ritzer, Teori Sosiologi: dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan terakhir
Postmodern, terj. Saut Pasaribu dkk, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 892.
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Salah satu proposisi utama teori strukturasi adalah bahwa aturan dan
sember daya yang digunakan dalam produksi dan reproduksi tindakan sosial
sekaligus merupakan alat reproduksi sistem (dualitas sruktur)."” Struktur, sebagai
perangkat aturan dan sumber daya yang diorganisasikan secara rekursif, berada
diluar ruang dan waktu, disimpan dalam koordinasi dan kesegeraannya sebagai
jejak-jejak memori dan ditandai oleh ketiadaan subyek. Sebaliknya, sistem sosial
tempat disiratkannya secara rekursif struktur terdiri dari aktivitas-aktivitas agen

manusia dalam situasi tertentu, yang direproduksi dalam ruang dan wakktu.'®

Stuktur Sistem Strukturasi

Aturan dan sumber daya | Hubungan yang | Kondisi yang menentukan
atau seperangkat | direproduksi antara aktor | kesinambungan atau
hubungan  transformasi | atau kolektivitas yang | transmutasi struktur dan
yang diorganisasikan | diorganisasikan sebagai | dengan demikian
sebagai sifat-sifat sistem | praktek sosial reguler reproduksi sistem sosial itu
sosial sendiri

Sumber: Anthony Giddens dalam buku The Constitution of Societyl7

Menganalisis strukturasi sistem sosial berarti mengkaji mode-mode tempat
diproduksi dan direproduksinya sistem-sistem seperti itu dalam interaksi, yang
didasarkan pada aktivitas-aktivitas utama aktor-aktor di tempat tertentu yang
menggunakan aturan-aturan dan sember daya-sumber daya dalam konteks
tindakan yang beraneka ragam.'®

Tentu yang paling penting dalam gagasan strukturasi Giddens adalah
teorema dualitas struktur. Menurut Giddens, pembentukan agen dan struktur-

struktur bukanlah dua gugus fenomena yang saling terpisah, yakni dualisme,

'S Anthony Giddens, The Constitution. .., hlm. 23-24.
'S Ibid., hlm. 31.

7 Ibid.

'8 Ibid.
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melainkan menggambarkan suatu hubungan dualitas. Dengan kata lain, konsep
dualitas struktur menekankan pada sifat-sifat struktural sistem sosial keduanya
merupakan media dan hasil tindakan-tindakan aktor yang diorganisasikan secara
rekursif. Struktur tidaklah disamakan dengan kekangan (constraint) namun selalu
mengekang (constraining) dan sekaligus membebaskan (enabling)."’

Agen,menurut Giddens “memiliki kemampuan menciptakan perbedaan
sosial di dunia sosial. Lebih kuat lagi, agen tidak mungkin ada tanpa kekuasaan;
jadi, aktor tidak lagi menjadi agen jika ia kehilangan kapasitas untuk menciptakan
perbedaan. Giddens jelas mengakui adanya sejumlah hambatan terhadap aktor,
namun tidak berarti bahwa aktor tidak memiliki pilihan dan tidak menciptakan
perbedaan. Bagi Giddens, secara logis kekuasaan mendahului subjektivitas karena
tindakan melibatkan kekuasaan, atau kemampuan mengubah situasi.”’

Kekuasaan menurut Giddens adalah:

“Mampu  ‘bertindak lain’ berarti mengintervensi dunia, atau
menjaga diri dari intervensi semacam itu, dengan dampak mempengaruhi
suatu proses atau keadaan khusus dari urusan-urusan. Hubungan ini
mengandaikan bahwa menjadi seorang agen harus mampu menggunakan
(secara terus menerus di dalam kehidupan seharihari) sederet kekuasaan
kausal, termasuk mempengaruhi kekuasaan-kekuasaan yang dijalankan
oleh orang lain. Tindakan bergantung pada kemampuan individu untuk
‘mepengaruhi’ keadaan urusan atau rangkaian peristiwa yang telah ada
sebelumnya. Seorang agen tidak lagi mampu berperan demikian jika dia
kehilangan kemampuan untuk ‘memengaruhi’, yaitu menggunakan suatu
jenis kekuasaan. Banyak kasus menarik bagi analisis sosial bepusat di
sekitar batasan-batasan dari apa yang dipandang sebagai tindakan, saat
ketika kekuasaan seseorang dibatasi oleh sederet keadaan tertentu.
Akan tetapi, yang pertama penting untuk diketahui adalah bahwa keadaan-
keadaan dari pembatas sosial yang membuat para individu ‘tidak memiliki
pilihan’ tidak boleh disamakan dengan terputusnya tindakan seperti itu.

" Ibid., hlm. 32.

20 Haedar Nashir, “Memahami Strukturasi Dalam Perspektif”, Jurnal SOSIOLOGI
REFLEKTIF, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2012, hlm. 6.
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‘Tidak memiliki pilihan’ bukan berarti bahwa tindakan telah tergantikan
oleh reaksi (seperti kedipan seseorang ketika ada gerakan cepat di dekat
matanya). Mungkin kondisi ini tampak begitu jelas sehingga tidak
diperlukan lagi. Tetapi, sejumlah mazhab sosial terkemuka, terutama yang
bersinggungan dengan objektivisme dan ‘sosiologi struktural’ belum
mengakui pembedaan itu. Mazhab-mazhab sosial itu menganggap bahwa
pembatas-pembatas sosial bekerja mirip seperti kekuatan-kekuatan alam,

seolah-olah ‘tidak memiliki pilihan’ sama ketika tidak kuasa menahan

dorongan dari tekanan-tekanan mekanis”.*'

Giddens membagi tiga gugus kesadaran:

1. Kesadaran diskursif mengandung arti bentuk-bentuk ingatan yang mampu
diekspresikan secara verbal oleh aktor bersangkuta;

2. Kesadaran praktis melibatkan ingatan yang aksesnya dimiliki agen dalam
arus (duree) tanpa mampu mengekspresikan apa yang dia ketahui;

3. Ketaksadaran (the unconscious) mengacu pada mode-mode ingatan yang
akses langsungnya tidak dimiliki agen karena ada semacam halangan
negatif yang menghambat penyatuan tanpa mediasi dalam memonitor

secara refleksif tindakan dan terutama dalam kesadaran diskursif.

Gambar. 1 J
Struktur Signifikasi p > Dominasi Legitimasi
i ili Norma
Modalitas Skema | »| Fasilitas )
A\ 4 v I
Interaksi Komunikasi < » Kekuasaan < » Sanksi

Sumber: Anthony Giddens*

2! Ibid., hlm. 7. Lihat Anthony Giddens, The Constitution..., hlm. 18.
22 Ibid., hlm. 36.
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Dimensi-dimensi dualitas struktur digambarkan pada pada gambar 1.
Aktor manusia tidak hanya mampu memonitor aktivitas-aktivitasnya sendiri dan
orang lain dalam regularitas perilaku sehari-hari, namun juga mampu memonitor
kerja monitoringnya sendiri dalam kesadaran diskursif. Skema interpretatif adalah
cara penetapan jenis yang dimasukkan dalam gudang pengetahuan aktor, yang
secara refleksif diterapkan dalam melakukan komunikasi. Gudang pengetahuan
yang digunakan aktor-aktor dalam memproduksi dan mereproduksi interaksi sama
dengan pengetahuan yang mereka gunakan dalam membuat cerita, memberikan
alasan, dan sebagainya.23

Giddens dalam Herry Priyono sebagaimana dikutip Haidar Nashir, melihat
tiga gugus struktur: Pertama, struktur penandaan atau signifikasi (signification)
yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana.
Contoh menyebut guru kepada pengajar atau menyalakan lampu kendaraan tanda
belok kiri merupakan praktik sosial pada gugus struktur signifiasi. Kedua, struktur
penguasaan atau dominasi (domination) yang mencakup skemata penguasaan atas
orang (politik) dan barang/hal (economy). Contoh menyimpan uang di bank
merupakan bentuk struktur dominasi ekonomi dalam bentuk kontrol atas uang
atau barang. Contoh lain pemungutan suara dalam pemilihan umum merupakan
bentuk struktur dominasi politik yakni penguasaan atas orang.24

Ketiga, struktur pembenaran (legitimation) yang menyangkut skemata
peraturan normatif, yang terungkap dalam tata hukum. Contoh dari praktik sosial

dalam bentuk struktur legitimasi ialah razia polisi lalu-lintas terhadap pengendara

> Ibid., him. 36-37.
24 Haedar Nashir, “Memahami Strukturasi...”, him. 4.
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sepeda motor atau mobil yang tidak membawa SIM (Surat Izin Mengemudi).
Ketiga gugus struktur tersebut saling berkaitan satu sama lain. Contohnya skemata
signifikasi orang yang mengajar disebut guru pada gilirannya menyangkut
skemata dominasi otoritas guru atas murid dan juga skemata legitimasi hak guru
atas pengadaan ujian untuk menilai proses belajar murid. Hal serupa terjadi dalam
struktur dominasi dan legitimasi.25

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitiaan ini merupakan jenis riset kualitatif, yakni merupakan suatu
pendekatan dalam melakukan riset yang berorientasi pada penomena atau gejala
yang bersifat alami. Pelaksanaan riset ini bersifat mendasar atau membumi dan
bersifat naturalistik atau alami. Dengan istilah lain, riset semacam ini sering
disebut dengan Naturalistic Inquiry, Field Studi, atau Studi Observasional. Oleh
karena tidak dapat dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan, maka dilihat
dari sifatnya dapat dikategorikan ke dalam riset deskriptif.*

Metode kualitatif merupakan proses penelitian yang ingin menghasilkan
data bersifat deskriptif, yaitu berupa hasil ucapan, tulisan, dan perilaku individu
atau kelompok yang dapat diamati berdasarkan subyek itu sendiri. Dalam upaya
memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok

maka wawancara terbuka dan obeservasi menjadi penting untuk dilakukan.

25 7
1bid.
2 Muhammad Ali, Memahami Riset Perilaku dan Sosial (Bandung: CV Pustaka
Cendekia Utama, 2011), hlm. 239.
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Dengan begitu, pendekatan deskriptif ini lebih menekankan kepada latar belakang
perilaku individu atau kelompok yang diteliti secara keseluruhan.?’
2. Objek Studi

Penelitian ini menjadikan pemberdayaan kaum difabel dalam program
desa inklusi yang dirintis oleh SIGAB sebagai objek kajian, sebab organisasi ini
merupakan salah satu lembaga organisasi gerakan sosial kaum difabel di
Indonesia, dan dianggap cukup solid, progresif, dan mempunyai jaringan yang
luas. Selain itu, organisasi ini mempunyai ragam arena perjuangan dari struktur
lembaga atas hingga struktur masyarakat bawah (grassroot). Seruan gerakannya
adalah emansipasi dan keadilan agar tercipta masyarakat inklusi, egaliter, dan
humanis yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, yang tentunya berkeadilan
terhadap kaum difabel.

Adapun pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Sleman karena pusat
kepengurusan SIGAB berada di kabupaten tersebut, termasuk pemberdayaan
kaum difabel melalui desa inklusi pertama kali digagas dan dirintis oleh SIGAB di
dua Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Sleman. Selain itu SIGAB
berkedudukan di Kabupaten Sleman, oleh karena itu cukup relevan dan objektif
jika penelitian dilakukan di pusat gerakan organisasi itu sendiri.

3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber

primer dan sekunder, atau disebut juga dengan data Ilunak dalam istilah

?7 Saifuddin Azhar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), him.6
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Muhammad Ali*®, Sumber primer berasal dari wawancara mendalam yang penulis
lakukan dengan unsur pimpinan dan aktivis-aktivis SIGAB di Yogyakarta sebagai
informan kunci dalam penelitian. Selain itu penulis juga melakukan wawancara
dengan perangkat Desa Sendangtirto dan Camat Berbah, tokoh-tokoh
masyararakat dan pemuda setempat, termasuk dengan anggota Organisasi Difabel
Sendangtirto, fasilitator desa dan kader desa inklusi. Sementara sumber data
sekundernya berasal dari: (a) literatur-literatur, dokumen-dokumen, liputan pers
baik yang diterbitkan SIGAB maupun oleh penerbit-penerbit yang lain, baik yang
sudah tercetak maupun yang masih dalam bentuk elektronik yang tersimpan
dalam situs-situs website. (b) buku-buku, laporan-laporan penelitian, artikel baik
yang sudah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan yang mengkaji tentang
perberdayaan kaum difabel melalui desa inklusi. Termasuk dalam data sekunder
ini adalah majalah, koran, buletin yang merekam informasi seputar gerakan
SIGAB di Indonesia.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan
data sekunder. Data primer terdiri dari wawancara mendalam (depth interview)
dan obsevasi langsung (partisipant observastion). Wawancara mendalam
dilakukan untuk memperoleh informasi lebin rinci dari tangan pertama mengenai
ide-ide, konsep-konsep, arena-arena perjuangan dan proses memperjuangkan
arena-arena tersebut secara empiris, implikasinya terhadap komunitas-komunitas

difabel lainnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan penelitian.

28 Lihat, Muhammad Ali, Memahami Riset Perilaku. .., him. 248.
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5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode yang
menurut Miles dan Huberman seperti dikutip Muhammad Ali, yakni proses
analisis data dengan menempuh tiga langkah utama, yaitu reduksi data, display
atau sajian data, dan verifikasi dan/atau penyimpulan data. Reduksi data adalah
proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksi dan menguba
data kasar ke dalam catatan lapangan. Sajian data merupakan suatu cara
merangkai data suatu organisasi yang memudahkan untuk pembuatan kesimpulan
dan/atau tindakan yang diusulkan. Adapun verifikasi data adalah penjelasan
tentang makna data dalam suatu konfigurasi yang secara jelas menunjukkan alul
kausalnya, sehingga dapat diajukan proposisi-proposisi yang terkait dengannya.*’
G. Sistematika Pembahasan

Penulisan hasil penelitian ini nantinya akan dibagi menjadi lima bab. Bab
pertama berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kerangka teori, dan
metode penelitian serta sistematika pembahasan. Pada bab pertama ini, akan
dijelaskan mengenai teori yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini.
Dalam hal ini penulis menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens.

Pada bab kedua akan dijelaskan gambaran umum dan profil SIGAB,
kontestasi makna difabilitas dari medical model ke social model serta pendekatan
HAM, juga dijelaskan nilai-nilai pijakan yang menjadi dasar perjuangan SIGAB

dalam mendorong pemberdayaan dan partisipasi kaum difabel dalam arena publik.

2 Ibid., him. 248-249.



23

Pada bab ketiga akan dijelaskan Struktur Legitimasi: tinjauan aspek
regulasi, konstruksi wacana dalam arena publik untuk mewujudkan pemberdayaan
difabel dalam melalui program rintisan desa inklusi di Kabupaten Sleman
Kecamatan Berbah Desa Sendangtirto.

Sedangkan pada bab empat akan dipaparkan secara mendalam dan
sistematis, capaian perubahan dalam implementasi program rintisan desa inklusi
dari aspek struktur signifikasi, dominasi, dan legitimasi, juga dijelaskan proses
pelembagaan desa inklusi, serta dinamika dan problematika implementasi
program rintisan desa inklusi.

Bab lima akan dijelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini

merupakan jawaban peneliti dari rumusan masalah yang telah diajukan.
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis uraikan di atas, maka

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Arus tindakan SIGAB dalam upaya memberdayakan kaum difabel dalam
arena publik mengacu kepada tiga pandangan dunia, yaitu pandangan
dunia Hak Asasi Manusia (HAM), difabilitas, dan inklusifitas. Ketiga
pandangan dunia tersebut secara signifikasi mempengaruhi kesadaran
diskursif dan terinternalisasi secara kelembagaan dalam internal
Organisasi SIGAB, sehingga objektifikasi tindakan SIGAB senantiasa
mengacu kepada tiga pandangan dunia tersebut. HAM menghendaki
penghormatan atas martabat dan harkat kemanusiaan, difabilitas
menghendaki apresiasi atas keragaman (keberbedaan) kamampuan — yakni
tidak melihat kecacatan/kekurangan individu semata melainkan lebih
melihat kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang baik ia difabel
maupun  non-difabel. Sedangkan inklusi menghendaki adanya ruang
(arena publik) dimana keragaman kemampuan itu bisa diaktualkan dan
diapresiasi keberadaannya tanpa ada diskriminasi dan peminggiran
kelompok tertentu, khususnya kaum difabel. Maka objektifikasi desa
inklusi ke dalam praktik sosial dapat dikatakan sebagai sintesis dari

pandangan dunia HAM, difabilitas, dan inklusi.
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2. Peran SIGAB dalam mewujudkan program RINDI mengacu kepada
beberapa peluang dimana secara struktural memungkinkan aktor bebas
memilih tindakannya. Dari aspek dualitas struktur, struktur dipahami
sebagai aturan dan sumberdaya dimana ia eksis sebagai medium tindakan
dalam gugus kesadaran praktis para agen atau aktor, sehingga
memungkinkan bagi aktor memproduksi dan mereproduksi tindakan yang
berbeda. Dalam hal ini SIGAB melakukan beberapa aksi pewacanaan
sehingga berdampak pada perubahan pola pikir masyarakat dalam
memandang kaum difabel. SIGAB selaku agen melakukan aksi
pewacanaan dengan memafaatkan aturan dan sumberdaya dalam struktur
sebagai medium tindakan untuk mereproduksi struktur sosial yang
mengekang dan mendiskriminasi kaum difabel, dengan mengarahkan
kesadaran diskursif masyarakat ke dalam perspektif/wacana tentang
difabilitas dan iklusifitas sehingga tercipta sistem sosial yang inklusif,
yakni sistem sosial yang mengakomodir fakta difabilitas sebagai bagian
dari keragaman yang harus diapresiasi. Dengan aksi pewacanaan tersebut,
masyarakat dan pemerintah selaku struktur memahami dan mengenal fakta
difabilitas, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan pada kesadaran
praktis (pola tindakan) masyarakat ke arah praktik sosial yang
berlandaskan pada nilai-nilai inklusi, yang berujung pada objektifikasi
nilai ke dalam praktik sosial, yakni desa inklusi. Aksi pewacanaan itu
diarahkan untuk pengarusutamaan difabilitas dengan beberapa aksi

pewacanaan seperti berikut: pewacanaan melulai temu inklusi, aksi
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diskursif dalam arena publik, membangun perpestif difabilitas pada level
desa, kecamatan dan kabupaten, advokasi/audiensi kepada pemerintah dari
level sampai kabauten, dan organisir aktor difabel desa.

. Akomodasi kebutahan difabel dalam akses ruang publik tidak terlepas dari
pengaruh agen dalam hal ini SIGAB, yang secara cerdas membangun
kesadaran kelompok difabel, masyarakat, dan pemerintah. Sehingga
tercipta praktik sosial secara rekursif yang mencerminkan budaya inklusi
dalam rutinitas keseharian masyarakat, dimana kelompok difabel bersama-
sama masyarakat lainnya secara aktif menyuarakan kepentingannya. Desa
inklusi yang dicanangkan oleh SIGAB secara signifikan mampu
mengantarkan kelompok difabel dari pinggiran sistem menuju ke tengah
sistem. Dalam artian kelompok difabel yang selama ini berada di pinggiran
sistem, tidak diakui bahkan keberadaannya hanya dipsosisikan sebagai
masyarakat kelas dua yang cukup dikasi belas kasih dalam bentuk karitas —
melalui serangkain gerakan penyadaran yang dicanangkan oleh SIGAB
melalui program RINDI ini, akhirnya, difabel bukan hanya sekedar
identitas melainkan ia melambung jauh menjadi sebuah kekuatan baru di
desa yang memiliki daya tawar melalui serangkain pengorganisasian. Jadi,
perubahan itu mencakup, aspek struktur signifikasi, dominasi, dan
legitimasi. Dari aspek struktur signifikasi, label atau penyebutan
“penyandang cacat” berubah menjadi istilah “difabel” yang berarti
keragaman manusia dan keberbedan kemampuan. Dari aspek struktur

dominasi, keberadaan difabel sudah mulai diakui dengan pelibatan dan
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pasrtisipasi ~ difabel dalam proses pengambilan kebijakan dan
penganggaran di lingkup pemerintah desa. Sedangkan aspek struktur
legitimasi, memberikan dasar legitimasi atas perubahan pemaknaan ke
arah yang lebih positif terhadap kelompok difabel, dari label “penyandang
cacat menjadi difabel — orang berbeda kemampuan”, serta memberikan
landasan normatif untuk mendorong pemerintah desa dan masyarakat
untuk melakukan aksi pemberdayaan dan mendorong partisipasi difabel
dalam ruang publik, khususnya di desa.

. Proses pelembagaan desa inklusi dilakukan oleh SIGAB dengan
menyiapkan landasan yang memungkinkan praktik-praktik sosial dalam
struktur desa inklusi senantiasa langgeng dalam arus tindakan di dalam
lintas ruang dan waktu. Suatu nilai atau sebuah ide/gagasan (kesadaran
diskursif) akan melembaga jika ia diobjektifikasi ke dalam praktik sosial
(kesadaran praktis). Dengan kata lain, ketika suatu ide/nilai ditransformasi
ke dalam praktik sosial ia akan bertransformasi menjadi kesadaran praktis
yang terpola di dalam sebuah rutinitas kehidupan sehari-sehari dan dalam
lintas ruang dan waktu. Ketika ia menjadi praktik sosial yang rutin dalam
lintas ruang dan waktu, pada saat itulah ia akan melembaga menjadi
sebuah struktur atau tatanan yang dipedomani baik pada level
pemikiran/perspektif maupun pada level perilaku. Demikian halnya
praktik-praktik sosial yang inklusif dalam sebuah wilayah yang
dikonstruksi ke dalam sebuah praksis yang disebut desa inklusi — pada sisi

ini, desa inklusi dapat dikatakan sebagai praktik sosial yang berorientasi
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pada nilai-nilai inklusif sebagaimana yang dipahami dalam kesadaran
diskursif aktifis-aktifis dan kelompok-kelompok difabel semisal SIGAB.
Oleh karena itu dibutuhkan landasan agar praktik sosial tersebut senantiasa
berada dalam keterulangan-keterulangan secara rekursif dalam lintas ruang
dan waktu. Adapun landasan-landasan tersebut adalah aktor lokal,
Organisasi Difabel Sendangtirto (ODS), Fasilitator Desa, Kader Desa
Inklusi, Sistem Informasi Desa (SID), Peraturan Desa (Perdes).
B. Saran
Penelitian ini baru berbicara pada aspek proses dan pembentukan desa
inklusi sebagai sarana pemberdayaan dan partipisasi difabel dalam ruang publik
pada tingkat desa, jadi, dalam hal ini penulis baru menyentu pada aspek politis.
Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan mengenai dampak
program RINDI dari aspek sosial dan ekonomi untuk melihat sejauhmana
program RINDI mampu menyentu ruang-ruang permasalahan yang dihadapi

difabel pada tingkat desa.
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